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A. Pendahuluan

Regulasi mengenai otonomi daerah telah
silih berganti diterbitkan, banyak mengangkat
mengenai persoalan di tingkat kabupaten/kota,
namun masih sedikit yang mengangkat mengenai
keterlibatan dan peran desa didalamnya.
Padahal di dalam konstitusi (UUD 1945), desa
atau kesatuan masyarakat hukum adat atau
dengan istilah lainnya diatur secara khusus.
Peran desa bukan hanya sebagai bagian asli
(original) dari komunitas masyarakat Indonesia
itu sendiri tetapi sebagai gerbang terdekat dalam
pelaksanaan otonomi di daerah.

Desa sebagai sebuah entitias yuridis, sosial
dan politik memiliki beberapa karateristik yang
amat penting dalam menyokong keberhasilan
kehidupan masyarakatnya. Beberapa

¢ emocratlza
of decentraliz
an any other fo

! regulated in
village and local

keunggulan desa sebagai penyokong kehidupan

masyarakat antara lain:

a. Desa merupakan lembaga pemerintahan
dan pelayanan publik yang paling dekat
dengan kehidupan masyarakat. Desa dan
masyarakat merupakan dua hal yang sudah
melekat sejak lama dan memiliki hubungan
social dan historis yang sangat kuat.

b. Sebagai demokrasi yang paling dekat
dengan masyarakat, desa pantas untuk
disebut sebagai ujung tombak pelaksanaan
otonomi daerah. Hal ini dapat terjadi apabila
pemerintah desa berdaya dan mampu
menjalakan fungsinya dengan baik.

c. Sejarah dan budaya yang terbentuk sangat
lama di desa mempunyai peranan yang
amat penting untuk membentuk karakter
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masyarakat desa tersebut. Di desa banyalk
tumbuh dan berkembang nilai-nilai kearifan
local yang tidak dapat diabaikan seiring
dengan perkembangan masyarakat desa.
Keunikan ini menjadikan desa sebagai aset
budaya dan sosial yang amat penting.

Seiring perkembangannya, pemerintah dan

- DPR pada akhirnya menerbitkan regulasi k.husus B

‘yang mengatur tentang desa melalui UU
Tahun 2014 tentang Desa. Banyak 4
berharap agar regulasi mengenaj
terealisasikan dengan baik
juga pihak yang pesimis

pelaksanaan kebijakan

kan dana bagi desa

otomatis aka
atau seperti
satu persoala
daerah (termas
proses implen
tersebut.

Selain itu, fal
juga harus diper
kebijakan yang
keberadaan desa malal
‘sarang persoalan’ otomng
segi akuntabilitas dan tram
maupun pertanggungjawaba
politik.

Beberapa hal mendasar y
diperhatikan dengan lahirnya UU Desa, an
lain:

1. Isu yang berkembang bahwa dengan
disahkannya Undang-Undang Desa maka
tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana
dari pemerintah pusat melalui APBN lebih
kurang 1 Milyar per tahun. Pada pasal 72
ayat (1d) mengenai sumber pendapatan desa,
disebutkan bahwa alokasi dana desa yang
merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota. Selanjutnya
dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan
“Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10%
(sepuluh perseratus) dari dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota dalam

gan munculnya ide -

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”;

2. Diaturnya secara khusus mengenai hak dan
kewenangan desa. Hak dan kewenangan ini
dapat berimbas pada besarnya kedudukan
independen desa dari perangkat daerah
lainnya seperti kecamatan. Selain itu,
otonomi desa dalam hal pengelolaan

: .. di bidang sosial, politik,

d ceuangan akan menjadi

sar seiring dengan

n jelas dalam UU

dan  peng
ngkat desa juga harus
Yasd 2

ah kewajiban

sentralisasi

Menurut Hoesein?, desentralisasi
mengandung dua  pengertian. Pertama,

desentralisasi mengandung pengertian sebagai
pembentukan daerah otonom dan penyerahan
wewenang tertentu kepada daerah oleh
pemerintah pusat. Kedua, desentralisasi dapat
pula diartikan sebagai penyerahan wewenang
tertentu kepada daerah otonom yang telah
dibentuk oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi pada dasarnya melibatkan
adanya transfer terhadap kewenangan politik,
administrasi, dan keuangan dari pemerintah
pusat kepada lembaga pemerintah daerah atau
dibawahnya. Transfer tersebut menghendaki
adanya kedudukan yang hierarkis di antara

1 PKP2A I LAN Bandung, 2006. Kajian Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan Kabupaten/kota Kepada Desa, PKP2A 1 LAN,

Bandung, hlm. 37.
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 tingkat pemerintahan daerah. Tipe tingkatan
. pemerintahan yang paling dikenal adalah
© 3 (tiga) tingkatan yaitu pemerintah pusat,
‘pemerintah Negara bagian, dan pemerintah
- daerah atau sub-nasional. Sedangkan bentuk-
~bentuk dari desentralisasi dapat dibedakan
menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu desentralisasi

melalui  dekonsentrasi (decentralization by
deconcentration), desentralisasi melalui
pendelegasian (decentralization by delegati
dan desentralisasi melalui
(decentralization by devolution).”

Pendapat lain yang

disampaikan oleh Larry Diarn
“decentralization is t

to local governments,
take wvarious forms
public administratio
devolution, and
also has several
general terms, in
stages of progre
objectives of dec
(a) Administratit
responsibility); |
(access to  re;
decentralization (¢

deconcentration,

Penerapan d.
keuntungan-keunt
dan pemerintah.
keuntungan terseb

a. Memungkinkan
lebih memahami

berbagai tantangan dan ‘tuz
masyarakat (ability to respond t
variations).

c. Meningkatkan  partisipasi = masyars
dalam menentukan jalannya pemerintahan
(increased scope for community participation).

d. Mendekatkan jarak antara masyarakat
dan pemerintah sehingga masyarakat
merasakan manfaat yang didapat dari biaya
yvang dikeluarkannya.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi
suatu negara menerapkan konsep desentralisasi.
Alasan-alasan tersebut berbeda pada negara-
negara yang sudah maju dengan yang belum.
Banyak faktor yang mempengaruhi bentuk ideal

Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa....

Decentralization.

(Dinoroy M. Aritonang, SH., MH.)

dan aktualisasi dari desentralisasi yang diadopsi
oleh setiap negara dan kebutuhannya. Faktor-
faktor tersebut antara lain:®

a. Kuantitas dari pemerintah daerah sesuai
dengan ukuran absolut dan relatif dari
wilayah dan kemampuan masing-masing
daerah (absolute and relative sizes and
wealth).

ngsi-fungsi pemerintahan
pelayanan puhk

goods, externalitie
spillovers, and so on).

kelemahan antara lain:

1. Karena besarnya organ
maka struktur

| - ' mendorong timbulnya apa yang
disebut daerahisme atau propinsialisme;

4. Keuntungan yang diambil memerlukan
waktu yang lama, karena memerlkukan
perundingan yang bertele-tele;

5. Dalam penyelenggaraan desentralisasi,

diperlukan biaya yang lebih banyak dan
sulit untuk memperoleh keseragaman dan
kesederhanaan.

Pelaksanaan desentralisasi memang tidaklah
sesederhana yang dipahami dalam konsep dan

2 Katorobo, James. 2005. Decentralization and Local Autonomy for Participatory Democracy, 6th Global Forum on Reinventing
Government Towards Participatory and Transparent Governance, Seoul, Republic of Korea, http://unpanl.un. org/intradoc/groups/
public/documents/un/unpan019467.pdf (diunduh pada tanggal 14 April 2015).

3  Barnett, Camille Cates, et.al. 1997. Democratic Decentralization. Research Triangle Institute. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/

Pnada635.pdf. (diunduh pada tanggal 14 April 2015).
4 PKP2A I LAN Bandung, op.cit., hlm. 42.

5 World Bank, 1998. Rethinking Decentralization in Developing Countries, World Bank Report, http://siteresources. worldbank.org/
INTHSD/Resources/ topics/ Stewardship/ Rethinking_Decentralization.pdf, (diunduh pada tanggal 14 April 2015).
6 Kaho, Josef Riwu, 2003. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Rajawali Press, Jakarta.
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‘teori. Persoalan desentralisasi amat kompleks
dan rumit. Banyak dimensi sosial, politik,
ekonomi, dan budaya yang turut mempengaruhi
‘keberhasilan penyelenggaraan desentralisasi di
suatu negara.

Permasalahan-permasalahan tersebut
cenderung terjadi pada tataran realitas terutama

“di negara-negara berkembang. Kondisi ini amat

~dimungkinkan terjadi karena keterbat _
sumber daya yang dimilikinya. Untuk

e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa.

f.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

Sepanjang perkembangan dan perubahan
peraturan tersebut, substansi mengenai batasan
yuridis, struktur pemerintahan desa, dan fungsi
serta kewenangan pemerintahan desa turut

benda sendiri. Desap
A Biiqhbesih

responsibilities and
functions

options

that relies
information

officials have an ince
e. The instruments of deo
legal and institution frame
of service delivery litie
the intergovernmental fiscal syste
designed to support the political objectwes

B.2.Perkembangan Desentralisasi Desa

Persoalan tentang desa terutama dalam
aspek kebijakan desentralisasi telah diatur
dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Sebelum UU No. 6 Tahun 2014 lahir, desa telah
diatur secara jelas dalam berbagai regulasi,
antara lain:

a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965
tentang Desapraja;

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa;

c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah;

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;

7 World Bank, op.cit.
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and fiscal authority -

‘ ang pemenntahan daerah dan desa
sesudah UU No. 19/1965. Penulis menganggap
bahwa mungkin yang dimaksud dengan
daerah tingkat III adalah pembentukan wilayah
kecamatan sebagaimana konsep pemerintahan
daerah dewasa ini.

Selain tugas dan kewenangan yang muncul
dari keberadaan desapraja yang berhak untuk
mengurus rumah tangganya sendiri. Desapraja
diwajibkan melaksanakan tugas pembantuan
dari instansi-instansi Pemerintah atasannya.
Sebagai proses pertanggungjawaban, desapraja
memberikan pertanggungan jawab atas tugas
tersebut kepada instansi yang berwenang atau
yang memberikan tugas pembantuan tersebut.

Selain itu, dalam konteks hubungannya
dengan pemerintah di atasnya, kepada desapraja



e daya—gunanya untuk mendudukl

 diberikan hak untuk dapat mengusahakan
‘dan membela kepentingan Desapraja dan

- penduduknya kehadapan Pemerintah Daerah
. atasannya. Dalam arti mengusahakan dan
' membela kepentingan itu termasuk juga haknya

‘Desapraja untuk menuntut sesuatu bantuan
yang diperlukan dari Daerah atasannya.

~ Untuk hal tersebut, di bagian penjelasan UU
* tersebutditegaskan pula bahwa kepada desapr
diberikan kebebasan bergerak bagi Desp!
demi kepentingan kemajuan dan

kehidupan masyara

Keberadaan
digantikan denga
1979 yang juga
desa. Hadirnya
menggantikan
dianggap tidak se
keadaan dan ka
itu pertimbangan
1979 adalah untd
Kesatuan Republils
kedudukan  peme€:
mungkin diseragamX
keragaman keadaan ©
istiadat yang masih be
pemerintahan Desa.
makin mampu mengg
dalam partisipasinya dala
menyelenggarakan administras
makin meluas dan efektif. UU
bagian dari paket kebijakan desent :
pada saat itu diterapkan oleh rejim OrdesE
melalui UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok=
pokok Pemerintahan di Daerah.

Dalam UU tersebut, desa merupakan suatu
wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk
sebagai kesatuan masyarakat termasuk di
dalamnya  kesatuan  masyarakat hukum
yang mempunyai organisasi pemerintahan
terendah langsung di bawah Camat dan berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dalam UU ini desa dibedakan
dari kelembagaan daerah lainnya yaitu
kelurahan yang merupakan suatu wilayah
yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang
mempunyai organisasi pemerintahan terendah
langsung di bawah Camat, yang tidak berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
Desa dan kelurahan merupakan bagian dari
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
merupakan  subordinasi dari kecamatan.

Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa....(Dinoroy M. Aritéﬁahg; SH., MH.}

Dalam konteks ini, desa bukan merupakan
pemerintahan daerah yang bersifat mandiri dan
belum memiliki otonomi sendiri.

Dalam UU 5/1979 tidak diatur mengenai
hak dan kewenangan dari desa yang merupakan
kewenangandesentralisasibagidesa. Kewenangan
desa dlwujudkan dalam kewenangan oleh Kepala
Desa LA menJalankan hak, wewenang, dan

a%n kecamatan
in kewenangas

‘ engatur. yaitu, ber
Kepala- mDesa’"“n““i“ei‘i’et”ap"kan K
setelah dlmusyawarah

pembentukan dan

UU No. 5 Tahun 1979 pada akhirnya
digantikan dengan hadirnya UU No. 22 Tahun
1999, yang lahir menggantikan UU No. 5 Tahun
1974 seiring dengan runtuhnya rejim orde baru.
Orde reformasi ditandai dengan munculnya
semangat untuk melaksanakan kebijakan
desentralisasi yang lebih demokratis. UU No. 22
Tahun 1999 desa dimaknai sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang dialkui dalam sistem
pemerintahan nasional dan berada di daerah
kabupaten.

Dalam UU No. 22/1999 desa dan
pemerintahan desa diberikan ruang lingkup
kewenangan yang luas. Hal ini dapat dimaknai
dari kewenangan desa, sebagai berikut:
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‘a. Kewenangan desa mencakup kewenangan
yang sudah ada berdasarkan asal usul desa;

-b.  Kewenanganyangoleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku belum dilaksanakan
oleh daerah dan pemerintah; dan

c. Tugas pembantuan dari pemerintah,
pemerintah  propinsi, dan pemerintah
kabupaten. ’

Perluasan kewenangan desa dibandi
dengan sebagaimana yang diatur dal;
5/1979 terutama pada poin a d
jenis kewenangan tersebut, dee
diberikan hak untuk me
dan mengatur serta .
sendiri kewenangan-

d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh
peraturan perundang-perundangan
diserahkan kepada desa.

Dalam rejim UU NO. 32/2004 hak adat
istiadat, kekhasan, dan asal usul desa telah
diakui sebagai bagian yang hakiki pada desa.
Dalam UU ini pula diberikan keleluasan bagi

rak desa untuk turut menentukan
keberadaan desa.
iatur dalam ketentuan
ighapusan, dan/atau
aperhatikan asal
Selain itu,

kepada desa,
sarana dan
manusia. U

pelaksanaan |
tidak disertai

Dalam Ul
sebagai atass
desa dal
pelaksanaan
kepada mas
Perwakilan Desa
menyampaikan la
tugasnya kepada B

UU No. 22 Tahun
dengan UU No. 32
digantikannya UU No.

mengalami perubahan para :
penyelenggaraan. Desa dalam ‘
merupakan kesatuan masyarakat h ik
memiliki batas batas wilayah yang berwen
untuk mengatur dan mengurus kepentlngan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ini
tidak jauh berbeda dengan pengertian desa
dalam UU No. 22/1999.

Menurut UU No. 32/2004 terdapat 4 (empat)
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan desa, yaitu:

4. urusan pemerintahan yang sudah ada
berdasarkan hak asal-usul desa;

b. urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa;

C. tugas pembantuan dari Pemerintah,
pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah
kabupaten/kota;
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ama  badan permu
Qkan dengan Perda.

- emerintahan
an” Kabupaten/Kota
urannya kepada Desa

spemerintahan yang secara
g apat meningkatkan pelayanan
dan pemberdayaan masyarakat. Melalui PP

tersebut desa difungsikan sebagai ujung tombak
pelayanan publik dan pemberdayaan yang paling
dekat dengan masyarakat. Penyerahan urusan
pemerintahan tersebut wajib disertai dengan
pembiayaannya.

Seiring perkembangan dan perubahan
dalam kebijakan desentralisasi, maka UU No.
32 Tahun 2004 digantikan dengan UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam UU 23/2014, desa dan/atau desa adat
adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik




 tersebut
- sebagaimana

~ atau dari Pemerintah Daerah proyi

Namun UU No. 23 Tahun 2014 juga
. menegaskan bahwa sebagian urusan yang
- ditugaskan kepada desa untuk dikerjakan
bukan merupakan bagian atau
maksud dalam asas tugas
‘pembantuan. Hal tersebut juga dapat dibaca dari
batasan tugas pembantuan dalam UU tersebut

bk . bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari
 Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk _t:
- melaksanakan sebagian Urusan Pemerintat .

yang menjadi kewenangan Pemennt h

 Daerah kabupaten/kota untu
sebagian Urusan Pemerintah:
kewenangan Daerah provif
dimaksud dengan “ditugask

tersebut adalah pem
Pemerintah Daerah
Desa bukan dalam raf
Pembantuan.

an asas Tugas

Desa dapat
sesuai dengan sif:
amat berbeda de
sosial dan bud:
diberikan kelelua
sesuai dengan 11
wisdom). Namun
agen perubahan
perpanjangan tang
daerah juga berlan

Sebagai sebu
penyelenggaraan pe
pemerintah desa j
untuk mengatur kehid
sesuai dengan ruang lx
Kepada pemerintah desalg
untuk membentuk peratuza
Desa dibentuk melalui praka
Desa. Namun, Badan Permusya
pada prinsipnya hanya dapat :
rancangan peraturan Desa kepada pe€
desa.

dlkembangk

Ruang lingkup pembentukan peratura_n

desa tidak dapat dilakukan terhadap semua
kewenangan yang diberikan kepada desa.
Sebagaimana diatur dalam UU Desa terdapat
dua jenis ruang lingkup kewenangan desa,
yaitu kewenangan yang dapat mengatur dan
mengurus serta kewenangan yang hanya untuk
mengurus saja namun tidak boleh mengatur.
Kewenangan yang mengatur dipergunakan
untuk kewenangan yang berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Yang dimaksud dengan kewenangan
berdasarkan hak asalusul desayaitu kewenangan
yang menjadi hak desa yang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa
atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat desa,
antara lain sistem organisasi masyarakat adat,
kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah

kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan
masyarakat Desa. Sedangkan kewenangan
tingkat lokal desa adalah kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh
Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh
Desa atau yang muncul karena perkembangan
Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain

2 pasar Desa, tempat pemandian

1z Desa, dan

bat mengatur terutam
'strategis. Desa belu
muntuk menctapk
mana yang menjadi pri

2014 tentang Desa.

Perkembangan
ngan perubahan

konsep dalam kebl_]akan desentralisasi yang
berlaku. Perubahan regulasi membawa dampak
yang cukup signifikan terhadap keberadaan
desa dalam konteks penyelenggaraan urusan
pemerintahan di tingkat daerah. Terutama pada
rejim Orde Baru, melalui UU No. 5 Tahun 1979,
desa diperlakukan sama tanpa melihat pada
aspek keaslian dan ciri khas dari masing-masing
desa.

Perubahan konsep juga terjadi seiringdengan
munculnya UU No. 22 Tahun 1999, dimana
semangat demokratisasi begitu dominan dalam
UU tersebut, yang berimbas pada pemberian
keleluasaan dan kedudukan yang lebih leluasa
kepada desa dan pemerintahan desa. Hingga
saat ini, dengan berlakunya UU No. 6 Tahun
2014 maka era pemerintahan desa melalui UU
No. 32 Tahun 2004 juga berubah.
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Dalam UU No. 6 Tahun 2014 memberikan PKP2A I LAN Bandung. 2006. Kajian Penyerahan
peranan dan kedudukan yang tidak berbeda jauh Sebagian Urusan pemerintahan Kabupaten/
~ dengan rejim UU No. 32 Tahun 2004. Namun, kota Kepada Desa., Bandung : PKP2A I LAN.

menurut penulis,
keleluasan, UU No. 32 Tahun 2004 memberikan
peranan dan kedudukan yang lebih desentralistik
dari pada UU No. 6 Tahun 2014, sebab dalam

untuk tingkat kebebasan dan  world Bank. 1998. Rethinking Decentralization
in Developing Countries. World Bank
Report. http://siteresources.worldbank.org/
INTHSD /Resources/topics/Stewardship/

UU yang terakhir tersebut, desa menjadi bagian - Rethinking Decentralization.pdf, (diunduh

tugas dan tanggung jawab dari kecamatan.

gal 14 April 2015).
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